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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif a tidak dilambangkan ا
 ba b Bc ب
 ta t Tc ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha k ka dan ha خ
 dal d De د
 (zal z zet (dengan titik di atas ذ
 ra r Er ر
 zai z Zet ز
 sin s Es س
 syin sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع




 fa f Ef ف
 qaf q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em و
ٌ nun n En 
 wau w We و
 ha h Ha ھ
 hamzah „ Apostrof ء
 ya y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah a a ا َ
 kasrah i i ا َ





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā‟ ai a dan i يَ 
 fatḥah dan wau au a dan u وَ 
Contoh : 
يْفَ    kaifa : ك 
 haula : ھ ْىلَ  
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







َ ي...  ... ا|َ
Fathah dan alif atau ya‟ a a dan garis di atas 
 ي
Kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas 
 وَ 
Dammah dan wau u u dan garis di 
atas 
Contoh  
اتَ   mata :ي 
ي ًَ ر  : rama 
ق ْيمََْ : qila 
ْىتَ َ  ً ي  : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 




dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َلَ َ اْأل ْطف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ه ة ََ ْانف اَض  َْيُ ةَ  د   ً ا ْن : al-madinah al-fadilah 
ً ة ْك  al-hikmah :        ا ْنح 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
بَُّ ا  rabbana :ر 
ْيُ ا  najjainah :َ جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
 
Contoh: 
ف ة َ  al-falsafah :ا ْنف ْهس 
 al-biladu :ا ْنب ال دَ 




Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
ْرتَ َ أ ي  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو ر   ta‟ muruna :ت أْي 
3. Hamzah akhir 
ْيءَ   syai‟un :ش 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 
lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah ( ه  ( َّلال
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 




Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َََھ ىَْ ة ََّلاَّ  ً ْح  Hum fi rahmatillahف ْيَر 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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Skripsi ini membahas tentang “Waimatul Ursy dalam Perspektif Hukum 
Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 
Gowa)”. Dengan sub masalah yaitu: bagaimana tahapan dan tata cara ritual 
pernikahan di Desa Mandalle? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap 
pelaksanaan walimatul ursy di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat 
Kabupaten Gowa. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di 
Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis 
normatif (hukum adat). Sumber data primer penelitian ini yaitu yang 
melaksanakan walimatul ursy sebagai informan kunci, sedangkan informan 
tambahan yaitu tokoh agama Kepala Desa dan masyarakat. Sumber data sekunder 
adalah bahan pustaka literatur penelitian terhadap buku dan situs internet yang 
berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan lain sebagainya. Metode 
pengumpulan data adalah observasi wawancara dokumentasi. Analisis data yang 
dilakukan dengan tiga metode, metode induktif, metode deduktif dan metode 
komperatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan dan tata cara ritual 
pernikahan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah 
hari akad nikah (A‟nikka) pertemuan suami istri. Perspektif hukum Islam terhadap 
pelaksanaan walimatul ursy di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat 
Kabupaten Gowa adalah resepsi atau pesta di rumah pengantin perempuan, resepsi 
di rumah pengantin laki-laki. 
Implikasi dalam penelitian ini pada dasarnya adat istiadat yang menghiasi 
setiap ritual pernikahan di Desa Mandalle bukanlah suatu yang sulit diubah, hanya 
saja membutuhkan kesabaran dan memberikan penjelasan pemangku adat tentang 
pelaksanaan pernikahan berdasarkan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan 








A. Latar Belakang Masalah 
 Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting  dan sakral dalam 
kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah jenjang memasuki dunia baru, 
dunia yang penuh liku-liku kehidupan yang sangat rumit. 
Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim 
dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya 
terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. 
Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-
kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara 
kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan 
masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan 
manusia serta menjaga ketentraman jiwa.  
Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikah-yankahu-nikaahan yang secara 
etimologi berarti menikah (التزوج). Dalam bahasa Arab lafadz nikah bermakna 
berakad (العقد), bersetubuh (الوط), dan bersenang-senang (االستمتاع). Disamping itu, 
kata perkawinan juga sering menggunakan istilah زوج, dari asal الزوج yang berarti 
pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan 
menjadikan seseorang memiliki pasangan.
1
 Beberapa penulis terkadang menyebut 
pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” 
                                                             
1
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berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga 
dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah 
“kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda 
dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan 
secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama agama, akan tetapi 
penggunannya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia 
(pernikahan atau perkawinan).  
Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam 
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan dan keturunannya 
saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami 
dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua 
keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam 
segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan 
mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari 
kebiasaan hawa nafsunya 
Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; 
sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya 
kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang 
antar anggota keluarga. 
Dalam pada itu, ada faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk 





kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkahnya 
wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara 
anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak akan 
berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab 
atas dirinya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau 
tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan 
dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antara 
sesamanya, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan. 
Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk 
kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan 
masyarakat. Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya pada 
sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Selain itu, manusia 
diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. 
Dalam pemenuhan naluri manusiawinya, yang antara lain kebutuhan biologis 
termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah 
mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan 
pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama 
yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun 
hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 
Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila 
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang 
dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam 





timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan 
pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi 
belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, dinyatakan bahwa nikah 
adalah mengatakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun 
peraturan Negara. Sedangkan menurut Saujani, nikah merupakan suatu perjanjian 
yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 
dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, 
kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
2
 Didalam masyarakat pelaksanaan 
pernikahan tidak lepas dari acara Walimah  pernikahan atau di kenal dengan kata  
Walimatul ursy. 
Walimatul ursy adalah salah satu ajaran agama Islam yang terkait dengan 
masalah pernikahan, yang selama ini belum dikenal secara umum pengucapanya 
dikalangan umat Islam,
3
 khususnya masyarakat di Desa Mandalle. Pelaksanaan 
Walimah  atau resepsi sesudah akad nikah dikalangan masyarakat muslim secara 
umum terkesan sangat mewah dan berlebih-lebihan sehingga tidak sesuai dengan 
sunnah Rasul. Bahkan di dalam agama tidak dibolehkan untuk berlebih-lebihan 
sesuai firman Allah swt dalam QS Al Maidah/5:77 
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                              
                   
Terjemahnya : 
Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui 
batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Telah sesat dahulunya (sebelum 
kedatangan Muhammad) dan mereka Telah menyesatkan kebanyakan 
(manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".
4
 
Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah,yaitu 
perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara 
kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip 
pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara 
umum oleh masyarakat. 
Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan 
sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan 
memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah 
dalam sebuah hukum menimbulkan suatu musyaqqah atau mudharat bagi umat 
manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari 
syari‟at. 
Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan pada masnyarakat muslim di 
daerah Mandalle, nuansa adat terkadang masih kental dibanding nuansa 
agamisnya, kenyataan ini tidak bisa kita hindari karena masih kuatnya pengaruh 
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tokoh-tokoh adat dalam kelebihan sosial kemasnyarakat khususnya persoalan-
persoalan yang dianggap sakral seperti pernikahan. 
Pesta pernikahan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan sosial 
masnyarakat. Biasanya masyarakat petani menyelenggarakan acara pernikahan 
secara sederhana dihalaman rumahnya, sedangkan masyarakat yang mampu dalam 
hal ekonominya menyelenggarakan pesta pernikahan dengan kegiatan resepsi dan 
lain-lain. Tetapi sedikit masyarakat Mandalle menyelenggarakan walimah secara 
besar-besaran karena dinilai boros dan memakai biaya banyak, karena 
masnyarakat memahami bahwa unsur terpenting dalam pernikahan itu adalah 
adanya ijab kabul dan wali.  
Namun seiring berkembangnya pemikiran dan tingginya partisipasi 
masnyarakat muslim di daerah ini terhadap pengetahuan agama dan tingginya 
peranan muballiqh dalam mengubah pola pikir masnyarakat Mandalle, sedikit 
banyaknya  dapat mempengaruhi keadaan sosial masnyarakat, khususnya 
pengaruh hukum adat terhadap pelaksanaan ritual-ritual keagamaan yang 
berorientasi syariat dalam Islam.  
Sebagian besar umat Islam dalam pelaksanaan Walimatul ursy atau resepsi 
mempelai khususnya di Desa Mandalle masih belum sesuai dengan syariat Islam 
karena masih sering di temukan hal-hal yang berlebihan khususnya dalam 







B. Rumusan Masalah  
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah yang berkaitan dengan hal ini yaitu : 
“Walimatul ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 
Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”. 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dapat di rumuskan sub 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana tahap dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaaan Walimatul 
Ursy di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa ? 
C. Defenisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 1.  Defenisi Operasional 
Berhubung judul skripsi ini adalah Adat pelaksanaan Walimatul ursy 
dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa kata atau istilah dan konsep 
didalamnya yang perlu dijelaskan pengertiannya guna memperoleh kesamaan 
pengertian   yaitu :  
a.  Hukum adat adalah aturan yang mengikat terkait dengan tata cara pelaksanaan 
pernikahan menurut ketentuan dan kebiasaan orang Makassar. 
b.  Walimahtul ursy adalah resepsi yang dilakukan sesudah akad nikah menurut 







2.  Ruang Lingkup Penelitian  
Pembahasan ini hanya berfokus pada persoalan tata cara pelaksanaan 
resepsi pernikahan masyarakat Mandalle mulai dari tata cara sebelum pernikahan 
sampai selesai pernikahan.  
D. Kajian Pustaka  
Menurut pengamatan penulis terhadap tulisan-tulisan ilmiah yang ada 
secara jujur, penulis mengakui bahwa pemasalahan walimatul ursy dalam 
pandangan hukum adat perkawinan suku makassar memang sering menjadi 
pembicaraan sebelumnya, namun judul yang diangkat dalam penulisan ini yakni 
walimatul ursy dalam pandangan hukum adat perkawinan suku makassar secara 
khusus untuk daerah Mandalle belum pernah dibahas oleh penulis lain 
sebelumnya sehingga menambah motivasi penulis untuk mencari teori yang 
relevan dengan penulis skripsi ini.  
Adapun buku-buku yang dijadikan sumber pengamatan oleh penulis 
diantaranya adalah:  
1. Ariswandi dalam skripsinya “Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap 
status anak di tinjau dari hukum Islam dan hukum adat (Studi kasus di desa 
Awota kecamatan Keera Kabupaten Wajo”. Skripsi 2014. Didalam telah 
membahasan tentang pernikahan setelah hamil diluar nikah dan status 
terhadap anak hasil pernikahan yang dinamakan Passampo Siri.  
 Sedangkan pembahasan yang diuraikan oleh penulis adalah Adat 





2. Khadijah dalam skripsinya “Akulturasi sistem pernikahan di desa Ngali 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima” . Skripsi 2014. Didalamnya membahas 
tentang alkulturasi sistem perkawinan yang cukup signifikan seperti dalam 
pernikahan biasanya mengawali dan melakukan iringan pengantin pria 
kerumah pengantin wanita. Biasanya dalam iringan tersebut disertai banyak 
rombongan dengan membawa segala macam peralatan rumah tangga, ternak 
dan buah-buahan dan sayur-sayuran tergantung dimana kesepakatan kedua 
belah pihak. 
 Dalam penulis membahas tentang pelaksanaan resepsi pernikahan yang 
begitu mewah di sebagian dusun di Mandalle yang di nilai boros dan 
memakan biaya banyak karena masnyarakat memahami bahwa unsur 
terpenting dalam pernikahan adalah adanya ijab kabul dan wali. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:  
1. Tahap dan tata cara ritual pernikahan di desa Mandalle 
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Walimatul‟ 












 WALIMATUL URSY DALAM PERNIKAHAN 
 
A. Pengertian Walimatul Ursy 
 Walimatul ursy adalah salah satu ajaran Islam. Istilah walimatul ursy 
belum dikenal pengucapannya dikalangan umat Islam, mereka menggunakan 
istilah lain yang maksudnya sama, memang yang panting bukan istilah tapi yang 
paling penting adalah bagaimana pelaksanaan dapat sesuai dengan sunnah rasul, 
sebab realisasi dari walimatul ursy dalam masyarakat muslim nampak  berlebih-
lebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah saw. Oleh karena itu 
pengertian walimatul ursy perlu dipahamai agar sesuai dengan tuntunan hadis 
Rasuullah saw yang penulis lampirkan pada latar belakang masalah. 
Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian walimatul ursy adalah 
perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata 
walimatul ursy umat Islam menggunakan kata resepsi untuk mempelai, jadi 
waimatul ursy sama dengan resepsi mempelai. 
5
 
Walimah adalah  istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti 
kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan  untuk 
perlehatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu 
untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, 
hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.  
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Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimatul ursy diartikan 
dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah 
terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimatul ursy 
mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana 




Menggelar walimah pernikahan diperbolehkan untuk mengundang sanak 
kerabat, teman dan  kaum  fakir miskin untuk ikut merayakan pernikaha. 
Disebutkan dalam shahih al-bukhari bahwa rasulullah saw bersabda kepada 
Abdurrahman Ibn „Auf saat ia menikah, “adakan walimah (kenduri pernikahan) 
meskipun hanya memotong seekor domba, ” sebagaimana beliau saw juga 
menggelar walimah (kenduri pernikahan) ketika menikahi sebagian istri beliau, 
dengan 2 mud gandum. 
Memenuhi undangan walimah wajib hukumnya berdasarkan sebuah hadis 
yang dituturkan Al-Bukhari, “jika ada diantara kalian yang diundang  ke 
pestawalimah, ia harus memenuhinya. “Memenuhi undangan walimah 
dipersyaratkan oleh para fuqaha selama tidak melanggar larangan dan keharaman 
yang ditetapkan oleh Allah.
7
 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa walimatul ursy 
adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan 
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sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang 
diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walupun dengan ala kadarnya.  
Adapun pelayanan para tamu undangan oleh mempelai wanita, mempelai 
wanita di perbolehkan menyambut dan melayani tamu-tamu pria dalam walimah, 
selama iya tetap dalam busana dan  tata krama Islami.  
Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan syara‟ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
8
 
Adapun menurut syari‟at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian 
hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas 
pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Alquran 
maupun al-Hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak 
disebutkan dalam Alquran melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman 
Allah; “ sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan 
sebagai hubungan badan. 
9
 
Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua 
mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah 
suatu yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk 
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah 
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. 
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Sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Nisa /4:1 
                      
                   
             
Terjemahnya : 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 




B. Pengertian Tradisi 
Tradisi Menurut Parsudi Suparlan, yang dikutip oleh Jalaluddin dalam 
bukunya  yang berjudul psikologi Agama mengatakan bahwa tradisi merupakan 
unsur sosial budaya yang telah mengakar kehidupan masyarakat dan sulit berubah. 
Sedangkan menurut Meredith MC Guire melihat bahwa dalam masyarakat 
pedesaan umumnya tradisi sangat erat kaitannya dengan mitos dan agama. 
Secara garis besarnya tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam 
masyarakat yang disebut pranata. Pranata ini ada yang bercorak rasional, terbuka, 
umum, kompetitif dan konflik yang menekankan legalitas, seperti pranata politik, 
pranata pemerintahan, ekonomi dan pasar, berbagai pranata hukum dan 
keterkaitan social dalam masyarakat yang bersangkutan. Para ahli sosiologi 
menyebutnya sebagai pranata sekunder. Pranata ini dapat dengan mudah diubah 
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struktur peranan hubungan antar peranannya maupun norma-norma yang 
berkaitan dengan itu dengan perhitungan rasional yang menguntungkan yang 
dihadapi sehari-hari. Pranata sekunder tampaknya bersifat fleksibel, mudah 
berubah sesuai dengan situasi yang di inginkan oleh pendukungnya. 
Namun demikian, para sosiolog mengidentifikasikan adanya pranata 
primer. Pranata primer ini merupakan kerangka acuan norma yang mendasar dan 
hakiki dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pranata primer berhubungan dengan 
kehormatan dan harga diri, serta kelestarian masyarakat. Oleh karenanya pranata 
ini tidak dengan mudah dapat berubah begitu saja. 
Melihat struktur dan peranan serta fungsinya, pranata primer ini lebih 
mengakar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pranata primer bercorak 
menekan pada keyakinan dan kebersamaan serta bersifat tertutup dan pribadi, 
serta pranata keluarga, kerabatan, keagamman, pertemanan, dan persahabatan.. 
C. Tradisi Keagamaan 
Tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang 
sudah dianggap baku oleh msayarakat pendukungnya. Dengan demikian tadisi 
keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan 
perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari 
kebudayaan memang sulit untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh 
kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati 
diri masyarakat pendukungnya. 
Para antropologi membagi kebudayaan dalam bentuk dan isi. Menurut 





1. Sistem Kebudayaan 
Sistem kebudayaan berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, 
norma-norma, pandangan-pandangan yang bentuknya abstrak serta berada dalam 
pikiran para pemangku kebudayaan yang bersangkutan. 
2. Sistem sosial 
Sistem social berwujud aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku, upacara-
upacara serta ritus-ritus yang wujudnya lebih kongkret. Sistem sosial adalah 
bentuk kebudayaan dalam wujud yang lebih kongkret dan dapat diamati 
3. Benda-benda Budaya 
Benda-benda budaya disebut juga sebagai kebudayaan fisik atau 
kebudayaan material. Benda budaya merupakan hasil tingkah laku dan karya 
pemangku kebudayaan yang bersangkutan. 
D. Dasar Hukum Walimatul Ursy 
Walimatul ursy adalah salah satu dari ajaran Islam yang berkaitan dengan 
pernikahan yang tidak muncul begitu saja yang bersumber dari Alquran, sunnah 
Rasulullah maupun ijma para ulama. Ketiga sumber hukum Islam ini merupakan 
acuan yang sangat mendasar bagi setiap perbuatan seseorang mukallaf baik dalam 
persoalan ibadah maupun persoalan muamalat. Sesuai dengan ajaran Islam 
sebagaimana firman Allah swt dalam QS, Al-isra/17:27 
                           
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan itu 
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
11
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Dari keterangan ayat diatas menunjukkan bahwa walimatul ursy sesudah 
akad nikah memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Alquran hanya 
saja realisasinya jangan sampai berlebih-lebihan dan bertentangan dengan Syariat 
agama Islam. 
Walimatul ursy merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga 
mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan 
fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah 
ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama‟ 
fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. 
Sikap peduli para ulama‟ dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Alquran 
maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum 
yang pantas bagi pelaksanaan walimatul ursy. Pandangan mereka terhadap dalil-
dalil yang menerangkan tentang 
walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai 
dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang 
dilegalisasikan oleh para ulama‟ ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib 
dalam mengadakan suatu walimatul ursy bagi orang yang melangsungkan 
pernikahan. 
E. Pelaksanaan Walimatul ursy Menurut Syari’at Islam  
Pernikahan merupakan peristiwa besar yang sebelum memulainya harus 
mempersiapkan fisik, mental dan materi, dan harus dicermati pula bahwa dalam 





sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan harapan 
kebahagiaan dan rahmat Allah swt.  
Pernikahan yang tidak dilakukan dengan pertimbangan matang akan 
banyak menemui berbagai tantangan dan rintangan, oleh karena itu untuk menuju 
suatu pernikahan diperlukan berbagai persiapan baik mental maupun materi 
sehingga benar-benar sesuai dengan harapan dan perintah agama, 
12
sebab 
pernikahan terasa lengkap tanpa ada waimatul ursy yang menyertainya.  
Menurut pengamatan penulis, sebagian besar umat Islam dalam 
pelaksanaan walimatul ursy atau resepsi mempelai khususnya di Desa Mandalle 
masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena masih sering ditemukan hal-hal 
yang berlebihan khususnya dalam persiapan makanan dan peralatan yang 
digunakan, sehingga terkesan bahwa walimatul ursy atau resepsi ini hanya untuk 
orang kaya saja sehingga orang yang miskin sulit untuk melaksanakannya, 
padahal setiap harta yang dipergunakan akan dimintai pertanggung jawaban 
dihadapan Allah swt di akhirat.  
Dalam pelaksanaan walimatul ursy pada masyarakat muslim di Desa 
Mandalle dan daerah-daerah disekitarnya pasti dipadukandengan upacara-upacara 
adat yang cenderung kepada kemusyrikan sehingga hal ini dapat membahayakan 
akidah umat Islam, disamping itu pula ada juga yang melaksanakan waimatul ursy 
terpisah dengan akad nikah dalam waktu yang berbeda, maksudnya waktu yang 
melaksanakan akad nikah hanya mengundang beberapa orang saja dan pada waktu 
pelaksanaan walimatul ursy mengundang sampai beratus-ratus orang, padahal 
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menurut penulis sebenarnya hanya orang yang diundang ketika akad nikahlah 
yang paling penting dengan harapan dan doa dari mereka.  
Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimatul ursy, Islam 
membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan 
dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian 
disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari 
perkataan kotor dan tindakan amoral. 
Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan 
memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam 
memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau 
menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu 
diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan 
pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira 
dan menyegarkan jiwa.  
Tidak apa-apa hukumnya jika dalam sebuah walimatul ursy menyanyikan 
lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk 
menikah. Syaratnya adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-
benar bersih dari unsur ”jorok” (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah 
diajurkan untuk dilantunkan. 
Walimatul ursy pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan 
untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah 
untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama 





pengantin dalam sebuah perayaan walimatul ursy selama dihindarkan dari 
kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari‟at. 
Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, 
akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah saw banyak 
bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah 
mampu melaksanakan walimatul ursy dengan segala kemewahan. Akan tetapi 
mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik 
kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat. 
Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh 
kegembiraan merupakan hal yang mullia. Sebab akan memperluas persaudaraan 
dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian 
persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk 
menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti 
aturan yang ada, seperti: 
1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan 
menyembelih seekor kambing atau lebih.  
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap 
sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.  
3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah. Yatiu 
memberi makan kepada orang-orang yang baik.  
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai 





5. Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara perkawinan 
berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Abu Ya‟la dengan sanad kuat dari Anas, „‟Nabi 
telah menikah dengan Shafiyah dan maharnya ialah membebaskannya 
dari perbudakan. Sedangkan walimahnya tiga hari setelah itu.‟‟ 
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan 
undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan 
melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, 
nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan 
khamr. 
7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, 
atau tetangga, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun 
(tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan) 
8. Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan 
orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti 
sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.  
9. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah 
harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi 
undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya 
haram iapun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. 
Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta 
orang yang mengundang ialah harta syubhat. Oleh karena itu Al Zarkasyi 





diselenggarakan orang zaman sekarang.‟‟ Renungan yang sangat dalam 
untuk kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi saja sudah tidak boleh, apalagi 
zaman sekarang kita ini. 
Ada adab, ada juga tata krama dalam mendatangi sebuah acara walimah, 
antara lain sebagai berikut: 
1)     Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan 
yang diadakan pihak pengundang.  
2)     Alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu 
mendoakan bagi kedua mempelai. Doa yang dipanjatkan sebagai berikut: 
 بارك اهلل لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
Artinya: 
Semoga Allah memberkahi kepadamu, mencurahkan barakah untukmu dan 
mempertemukan kalian berdua dalam keadaan baik. (HR.Tirmidzi) 
 
3)     Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana 
dari emas dan perak.  
4)     Jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang 
(perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi 
peringatan.  
5)     Menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyyah, 
misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan. 
F. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy 
Menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah, sedangkan menurut jumhur 





alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. 
Hal itu karena adanya hadis Nabi saw yang berbunyi: 
 
 من دعي الي وليمة فلم يجب فقد عصي أبا القاسم
Artinya : 
Barangsiapa diiundang untuk menghadiri acara  walimah, lantas ia tidak 
menghadirinya maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah saw. 
ذا دعي أحدكم الي وليمة عرس فليأتيهاا  
Artinya : 
 
Jika salah seseorang diantara kalian diundang menghadiri acara walimah 
pernikahan maka hendaklah mendatanginya. 
 
Menghadiri acara pernikahan hukumnya wajib, bahkan untuk orang yang 
berpuasa sekalipun, akan tetapi tidak harus memakan makanannya. Itu 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu 
Hurairah ra 




Jika salah seorang diantara kalian menghadiri acara walimah hendaknya 
menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa dan jika ia tidak 
berpuasa hendaknya makan makannya. 
 
Halangan-halangan: Para ulama Syafi‟iyah berkata, jika seseorang 
diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti 
seruling, gendang, atau minuman keras; jikalau ia mampu menghilangkan semua 
itu maka hukumnya ia wajib hadir, karena menghadiri undangan wajib hukumnya 





hendaklah ia tidak menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud 
dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja 
hidangan yang dipenuhi minuman keras. 
Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang 
didalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, meminumnya 
menggunakannya, menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah 
sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. 
Menurut kesepakatan ulama, dianjurkn agar memakan hidangan walimah 
sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu akan membuaut gembira 
orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih 
dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan, hendaknya 
menghadiri orang yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, 
keluarga terdekat dan tetangga, serta diundi. 
Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang 
yang diundang secara khusus, jika dalam mejalis tersebut tidak ada orang yang 
merasa tersakiti dengan kehadirannnya sebab perkara agama, seperti 
membicarakan harga diri orang lain. Atau tidak ada pula yang menyakitinya. Atau 
didalam majlis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutra, wadah terbuat 
dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan 
dan sebagainya. Atau didalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian 
perempuan, serta alat music selain rebana, seruling dan terompet. Juga patung-





ukiran dinding atau gambar diatas lantai. Karena patung-patung hewan 
diharamkan secara ijma‟ jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi. 
Lain halnya dengan patung yang tidak lengkap anggota tubuhnya, 
sekiranya itu hewan sesungguhnya maka pastilah tidak akan hidup. Juga beda 
gambar dengan gambar yang bukan tiga dimensi, seperti menggambar dikertas 
atau didinding. Melihat kepada hal-hal yang haram maka hukumnya juga haram. 
Sedangkan menggambar selain hewan, seperti kapal dan pepohonan maka tidak 
diharamkan. 
Diantara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri 
undangan walimah ialah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat 
undangan ditutup, sekalipun untuk sekadar musyawarah. 
Diantaranya juga; halangan yang membolehkan untuk tidak melaksanakan 
shalat jum‟at seperti hujan lebat, banjir, lumpur, khawatir hartanya hilang, sakit, 
merawat kerabat yang sedang sakit, atau sejenisnya. 
Hukum alat-alat musik menurut Malikiyah, seruling dan terompet 
dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. 
Jika terlalu berlebihan maka diharamkan, seperti alat-alat musik yang lainnya, 
alat-alat music yang berdawai, nyanyian yang berisi kata-kata kotor, atau mabuk-
mabukan. 
Alat musik rebana tidak dimakruhkan jika tidak ada rumbe-rumbenya 
(sehingga menimbulkan bunyi lain), jika tidak demikian maka diharamkan. 





Izz bin Abdul Salam bekata, adapun kecapi dan alat-alat lainnya berdawai, 
seperti gitar dan cempelung, maka pendapat yang mashur dari empat madzhab 
ialah memainkan dan mendengarkannya hukumnya ialah haram. Pendapat yang 
paling benar ialah hal tersebut termasuk dosa-dosa kecil. Sebagian dari kalangan 
sahabat, tabi‟in dan para imam mujtahid membolehkan hal itu. Imam Ghazali 
mengatakan didalam kitabnya Al Ihya dalil teks dan qiyas semuanya 
menunjukkan akan kebolehan mendengar dan alat musik seperti stik, gendang, 
rebana dan lain-lain. Tidak ada yang dikecualikan dari hal itu melainkan nyanyian 
yang membuat lupa, alat musik yang berdawai serta seruling yang telah 
diharamkan syariat, bukan karena hal itu enak didengar. Sebab kalau 
pengharamannya karena enak didengar, pastilah hukumnya akan diqiyaskan 
kepada hal-hal yang enak menurut manusia. 
Adapun tarian para ahli fiqh berbeda pendapat. Sebagian berpendapat 
bahwa itu hukumnya makhruh dan ada pendapat boleh. Sebagian lainnya 
berpendapat bahwa harus dibedakan antara orang-orang yang berprofesi sebagai 
penari dengan yang lainnya. Menari boleh dilakukan bagi orang-orang yang 
berprofesi penari dan makruh bagi orang-orang selain mereka. Izz bin Abdus 
Salam berkata, pendapat ini yang dapat diterima, mayoritas para fuqaha yang 










A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 
(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah 
masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi 
dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komperhensif (holistik) 
mengenai fenomena yang ia teliti. 
13
 Pandangan lain mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-
angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran 
tentang kondisi secara faktual dan sitematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat 




Berdasar pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam 
tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 
terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 
mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan 
adat pelaksanaan Walimatul ursy. 
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2. Lokasi Penelitian 
S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan 
kegiatan.
15
 Oleh karena itu yang dijadikan tempat atau lokasi penelitian adalah di 
Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.  
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pendekatan yang di 
gunakan adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif 
(hukum adat) pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 
mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang 
relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.   
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Sumber Data Primer   
Sumber data primer adalah  data  yang di peroleh peneliti secara langsung 
melalui observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber yang telah 
melakukan pelaksanaan walimatul ursy. Sedangkan informan tambahan adalah 
tokoh agama, kepala desa dan masyarakat. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis untuk 
mendukung sumber data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 
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literature, penelitian terdahulu, buku, situs di internet yang berkenaan dengan 
penelitian yang dilakukan dan lain sebagainya. 
16
 
D. Instrumen Penelitian 
Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 
operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 
sebenarnya. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang 
digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 
mencakup; daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat 
perekam, dan buku catatan. 
E. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang 
cermat dan teliti secara langsung terhadap gejal-gejala yang diselidiki.
17
 Metode 
ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, 
aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu 
untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman 
wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatan secara langsung 
beberapa hal yang berkaitan dengan judul. 
2. Wawancara  
Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 
secara mendalam dan detail.
18
 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 
surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini 
tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk 
mengetahui pelaksanaan Walimatul ursy yang pernah terjadi di waktu silam di 
Desa Mandalle kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data  
Dalam pengelolaan data digunakan bebarapa metode yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Induktif, yaitu mulai dari unsus-unsur yang bersifat khusus 
kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 
2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 
kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 
3. Metode Komperatif, yaitu menganalisa data dengan cara membandingkan 
data atau pendapat parah ahli yang satu dengan yang lain kemudian menarik 
kesimpulan. 
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WALIMATUL URSY DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT DAN 
HUKUM ISLAM MASYARAKAT MANDALLE 
 
A. Gambaran Umum Desa Madalle 
1.  Sejarah Desa 
Desa Mandalle pada mulanya berasal dari gabungan beberapa Kampung 
Yaitu Bontomanai,Minasabaji,(Lebih dikenal Tamattia), Kampong Tunirannuang 
(Maccinikondo) (kampung Mattoanging sekarang Dusun Mattoanging),Kampong 
Binabbasa dan kampung Passimbungang   (Dusun Passimbungang sekarang) Ke 
Empat Kampong tersebut dulu masih dikenal satu Desa Yakni Desa mandalle. Ke 
Lima Kampong tersebut sebelum menjadi satu Desa masih masuk dalam wilayah 
Desa Mandalle yang dipimpin oleh Kepala Desa H. Burhanuddin. SKM. 
Kemudian pada tahun 2004 Desa Mandalle di mekarkan Lagi menjadi satu Desa 
yaitu Desa Bontomanai dan Kampong Mattoanging tetap masuk dalam wilayah 
mandalle sedangkan Kampung Passimbungang masuk dalam wilayah persiapan 
Bontomanai dan kepala Desa terpilih adalah Bachtiar Jalling. Pada Tahun 2005 
Resmilah Desa Bontomanai berdiri dan Mandalle juga berdiri dengan tetap 
membawa nama Mandalle sedangkan dari segi fisik Desa Bontomanai yang 
mengambilnya karena nama desa pindah sedangkan fisik tetap di Bontomanai, 
disitulah mandalle secara finansial mulai membenahi diri dengan berusaha 






berhasil membangun kantor desa tahun 2012 bulan Juli  Kantor Desa Mandalle 
berdiri. Sampai Sekarang. 
2.  Kondisi Geografis 
Desa Mandalle merupakan salah satu dari 7 Desa di Wilayah Kecamatan 
Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang terletak 3 Km ke arah Timur dari Kota  
Kecamatan Bajeng Barat. Desa Mandalle mempunyai luas wilayah seluas 222,22 
Km². 
Secara geografis Desa Mandalle mempunyai iklim tropis yang umumnya 
mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.Hal tersebut 
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mandalle 
Kecamatan Bajeng Barat. 
     3.  Letak  Wilayah 
Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Mandalle berada antara Desa 
Kalemandalle” -LS” –Desa Bontomanai” BT. , dengan batas – batas sebagai 
berikut : 
• Disebelah Utara :  Berbatasan dengan  Desa Kalemandalle 
• Disebelah Selatan :  Berbatasan dengan Desa Bontomanai 
• Disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bontosunggu (Kab.Takalar) 
• Disebelah Timur :  Berbatasan dengan Desa Manjalling 
      4.  Luas Wilayah 
Secara Topografi, Desa Mandalle adalah daerah dataran rendah dengan 





seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-
lain dengan luas ± 222,22 Km²  yang terdiri dari : 
● Sawah  :  132,96Ha 
● Tanah bukan sawah :  85,78   Ha 
- Pekarangan/Pemukiman : 27,01  Ha 
- Tegal/kebun : 12,30 Ha 
- Fasilitas Sosial dan ekonomi : 32,12   Ha 
Secara Administratif wilayah Desa Mandalle terdiri dari 21(Dua Puluh ) 
RT, dan 09 ( Sembilan ) RW, meliputi ( 4 dusun) 
Dengan kondisi topografi demikian, Desa Mandalle memiliki variasi 
ketinggian antara 0,0 m sampai dengan 2,40 m dari permukaan laut.  
5.  Demografi 
Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk 
yang tercatat secara administrasi, berjumlah 3.225  jiwa tahun 2014  meningkat 
menjadi 3,289 di tahun 2015 dan pada tahun 2016 naik menjadi 3.402 dan pada 
akhir tahun 2017 penduduk Mandalle berjumlah 3.659 jiwa. Adapun rincian 







Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber: profil desa 
Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan adanya peningkatan 
jumlah penduduk tahun 2015 naik 0 % tahun 2016 naik 1 % Tahun 2017 Naik 
2%, sedangkan tahun 2018 turun 4 % dan dilihat proporsi penduduk tercatat 
jumlah total penduduk Desa Mandalle, sebanyak  3.297  jiwa, terdiri dari laki-laki 
1.611 jiwa dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.686 
jiwa dari total jumlah penduduk yang tercatat.   
Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan 
kependudukan di Desa Mandalle dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan 
menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh 
gambaran tentang kependudukan Desa Mandalle yang lebih komprehensif. Untuk 
memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk 
di Desa berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam 




Jumlah penduduk jiwa 
  Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
 
Tahun  2018 
1 Laki-laki 1.601 1.601 1.661 1.794 1.611 





























Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2019 
No Kelompok 
Usia 
L P Jumlah Prosentase 
(%) 
1 0-4 52 45 97 2,9 % 
2 5-9 130      143 273 8,0 % 
3 10-14    164      167 331 9,7 % 
4 15-19    138 137 275 8,1 % 
5 20-24    149 160 309 9,1 % 
6 25-29    131 159 290 8,5 % 
7 30-39    293 
 
269 562    16.5 % 
8 40-49    272 273 545    16,0 % 
9 50-59   171 212 383    11,3 % 
10 > 60    162 176 337 9.9 % 
JUMLAH 1,661 1.741 3.402 100 % 
 Sumber : profil desa 






6. Struktur Desa Madalle 
LAMPIRAN PERATURAN DESA MANDALLE 
NOMOR 02 TAHUN 2018 
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH 
DESA MANDALLE 
 





















































B. Perkawinan Menurut Peraturan Negara dan Hukum Islam 
Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai wanita atas 
dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara‟ mnghalalkan percampuran 




Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 
melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya 
berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa 
cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak 
lengkap jika hanya bersandar pada Al-Qur‟an dan sunnah yang sifatnya global, 
terlebih lagi perkawinan itu berkaitan pula dengan hukum suatu negara, 
perkawinan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah 
memenuhi rukun dan syarat-syaratnya
20
. 
Ini berarti bahwa perkawinan baru diakui sah jika dilaksanakan dengan 
aturan agama dan administrasi pemerintah. Hampir semua masyarakat Mandalle 
memeluk agama Islam, maka pernikahan dilakukan menurut cara yang ditentukan 
hukum Islam. 
Islam menentukan 5 syarat untuk pernikahan yang sah yaitu, calon 
mempelai pria dan wanita, wali, saksi, mahar, dan mahar (mas kawin)
21
. Dan 
menurut hukum negara perkawinan diakui sah setelah dicatat pelaksanaan 
perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adminitrasi perkawinan 
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ditangani oleh kementrian agama yaitu pencatatan nikah yang bertugas di Kantor 
Urusan Agama (KUA) yang didirikan oleh kementrian agama di kecamatan. Di 
sulawesi Selatan pada umumnya pencatatan nikah tidak dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah, tapi dilakaukan oleh Imam Desa yang berstatus pelaksana tugas 
PPN, kemudian Imam melaporkan perkawinan yang telah dicatat ke KUA.  
Biaya pencatatan nikah telah ditentukan yaitu sebanyak enam ratus ribu 
rupiah dalam peraturan No 19 tahun 2018  yaitu akad nikah dapat dilaksanakan di 
KUA, namun menurut kepala KUA Bajeng Barat kenyataan ini hampir tidak 
pernah terjadi karena masyarakat Mandalle lebih memilih melaksanakan semua 
proses perkawinan di rumah masing-masing walau hanya apa adanya
22
. 
C. Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan 
Perkawinan merupakan ibadah yang telah disyariatkan dalam agama 
Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya diikat oleh sebuah aturan dan syarat-syarat 
tertentu.  
Adapun syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. Perempuan hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki 
bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena 
saudara kandung 
2. Adanya para saksi dalam perkawinan  
3. Adanya ijab qabul
23
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Hubungan yang terjadi antara sesama manusia merupakan interaksi sosial 
manusia sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang 
kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjalin karena saling 
mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya 
masing-masing. 
Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya 
peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak 
masing-masing, sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh 
etika dan moralitas yang benar
24
.  
Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia, ada yang diatur oleh ajaran 
agama yang diyakini segenap umat manusia sebagai sumber aturan yang tertinggi 
yang datang dari Tuhan yang Maha Esa, adapula yang diatur oleh kebiasaan yang 
berlaku di masyarakat dan teah menjadi norma sosial. Di samping itu, perilaku 
manusia diatur oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan telah menjadi 
norma sosial. Di samping itu, perilaku manusia diatur oleh hukum formal sebagai 
undang-undang atau peraturan yang positif yang dijadikan landasan struktural 
dalam hukum masyarakat berbagsa dan bernegara dengan institusi hukum yang 
disahkan oleh peraturan tertentu dallam suatu hukum bersangkutan. 
Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formal maupun yang 
normal secara subtansial, hukum tersebut bersifat mengatur,mengikat,memberi 
sanksi, dan memaksa manusia sebagai objek hukum agar berperilaku dengan 
menaati hukum bersangkutan. Sebaliknya, manusia pun sebagai subjek hukum 
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yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum secara 
normatif mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi dan memberikan 
keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya yaitu 
untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan 
berkembang sejalan dengan perkembanganpergaulan hidup manusia.  
Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan 
aerinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk 
memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau 
secara personal, dirinya tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan perkawinan yang berakibat kepada hak-hak dan kewajiba suami-
istri,harta, perwalian, dan hubungan anak
25
.  
Berkaitan dengan masalah perkawinan, hukum perkawinan dapat menjadi 
wajib, apabila kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi, dan mentalitas 
batinnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, ia akan berdosa sebab 
nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi. Kecuali apabila seseorang telah mampu 
secara lahiriah dan batiniah, tetapi ia masih mampu menahan hawa nafsu 
seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah. Bagi seseorang yang tidak 
memiliki kemampuan lahiriah dan batiniah, maka menikah baginya hukumnya 
haram. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup berumah 
tangga. Demikian pula halnya yang hanya mengandalkan nafsu seksualitasnya, 
tetapi secara materi dan ekonomi masih nol maka pernikahannya adalah makruh
26
.  
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Dari uraian tersebut dapa dipahami bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah 
dalam syariat agama yang memerlukan kesiapan mental spritual, serta kesiapan 
lahir dan batin.  
Dengan memahami hal tersebut di atas, maka asas-asas yang hendak 
dibangun dalam perkawinan adalah;  
1. Asas persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan; 
2. Asas kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban suami-istri; 
3. Asas saling pengertian (mutual understanding) dalam rumah tangga; 
4. Asas regeneratif, yakni memperbaharui keturunan sebagai bagian dari 
tujuan hukum Islam, yakni memelihara keturunan (hifzh an-nasl)
27
. 
Sebagaimana diatur dalam al-Qur‟an surah An-Nisa (4) ayat 1 sebagai 
berikut: 
                      
                                
           
Terjemahnya: 
 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
laindan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
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D. Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan 
Kompilasi hukum Islam terapat dalam Intruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.  
1. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, aitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati periintah Allah dan 
melaksanakannnya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, seperti 
terdapat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.  
Perkawinan yang sah menurut pasal 4, yaitu perkawinan yang dilakukan 
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 aat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. 
2. Kewajiban pencatatan perkawinan  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa 
setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
kompilasi hukum Islam dijelaskan sebagai berikut: 
a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. 
b. Pencatatan perkawinan tersebut, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1. 
c. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap perkawinan harrus dilangsungkan 





d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat pernikahan 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akhta nikah yang dibuat oleh 
pegawai pencatat nikah. 
3.  Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 
Untuk memperjelas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 
tentang perkawinan dan surat keputusan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975 
tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama. 
Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah 
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa. 
Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat 









4.   Peran Pengadilan Agama 
Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
Adapun menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989, pasal 49 pengadilan agama 
bertugas  dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: 
a. Perkawinan; 
b. Kewarisan; 
c. Wakaf dan sadaqah29. 
E. Walimatul Ursy dalam pandangan Masyarakat di Desa Mandalle Kecamatan 
Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang sangat  luas, yang 
menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia di muka bumi ini. 
Sebuah ungkapan bahasa Makassar yang menyinggung tentang 
perkawinan adalah “tenapa na ganna se‟rea taua punna tenapa na situtu ulunna 
salaganna” (seorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan 
dengan bahunya). 
Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa seseorang baru bisa dikatakan 
sempurna yang dalam bahasa Makassar disebut tau, bila ia sudah kawin. Seorang 
yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yag belum lengkap karena 
kepala dan selangkannya dianggap belum berhubungan. Suami dan istri 
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dipersamakan kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia 
yang sempurna. Suami dan istrri merupakan perlengkapan utama antara satu 
dengan yang lainnya. Seorang orang tua yang akan mengawinkan anaknya, baik 
putra maupun putri maka ia akan mengatakan “ ia nipajjari taumi atau ia 
nipattumi ulunna siagang salaganna”. Artinya akan dijadikan manusialah dia, 
dihubungkan kepalanya dan selangkannya, sebab anak, disebut gadis ataupun 
jejaka yang belum kawin maka dia belum bisa di sebut “tau”. Ia belum punya hak 
untuk berbicara pada acara-acara tertentu. Oleh sebab  itu tanggung jawab 
seseorang sesudah dikawinkan akan bertambah. 
Dikatakan pula bila seseorang mengawinkan anaknya “Nisungkemi 
bongonna” artinya seubungnya telah dibuka oleh anaknya. Sebab orang tua yang 
punya anak yang belum kawin seolah-olah ia berselubung, menutupi sesuatu yang 
dijaga (kehormatan) dan dikhawatirkan. Oleh sebab itu, orang tua yang 
mengawinkan anaknya berusaha melaksanakan semeriah mungkin sebagai 
menifestasi sari kegembiraannya. 
Selanjutnya orang tua dalam mencarikan jodoh untuk anaknya tidaklah 
mudah, karena mengawinkan anak berarti menghubungkan atau mempertautkan 
dua keluarga menjadi satu sebab itu memerlukan sebagai pertimbangan.  
Hubungan perkawinan itu menyebabkan kedua orang tua terikat oleh suatu 
ikatan yang disebut “Ajjulu siri‟” maksudnya kedua keluarga bersatu dalam 
mendukung kehormatan keluarga. Orang yang tidak berketurunan disebut “Tau 
puppusuk”. Artinya orang yang tidak berkembang biak dan termasuk orang sial. 





mako kajaimi anakmu”. Artinya engkau sudah kaya karena anakmu sudah 
banyak, karena anak adalah pembawa rezeki
30
. 
F. Biaya Pernikahan, Status Sosial Dan Siri’ 
Di dalam masyarakat Makassar khususnya Mandalle, semua ongkos 
pernikahan atau mas kawin diserahkan oleh pihak calon suai kepada pihak calon 
istri.  
Ongkos pernikahan disebut “uang belanja” atau “uang panaik” di 
Sulawesi Selatan secara umum, atau “doe panai”, kanre pepe” dalam bahasa 
Makassar. Ongkos pernikahan terdiri dari uang tunai dan beras. Secara prinsip 
adat Makassar semua ongkos pernikahan ini harus dihabiskan (nakanre pepe) 
dalam serangkaian proses pernikahan. Jika keluarga pengantin perempuan 
menyisakan ongkos pernikahan yang sudah diberikan dari pihak pengantin laki-
laki, nama mereka dianggap tidak etis. 
Sementara itu, mas kawin disebut “sunrang”. Bentuk mas kawin adalah 
beraneka ragam seperti emas, tanah basah (sawah), tanah kering, pohon berbuah, 
rumpun bambu, rumah dan lain-lain. Pada zaman ini banyak orang memilih emas 
sebagai mas kawin. Kadang-kadang ongkos uang naik ditanggung berbagai antara 
kedua pihak laki-laki dan perempuan, jika kedua keluarga memiliki hubungan 
yang dekat, namun hal ini jarang terjadi pada zaman sekarang.  
Dalam buku susan Militer menyebutkan bahwa mas kawin lebih 
melambangkan status menyebutkan bahwa mas kawin lebih melambangkan status 
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sosial daripada uang naik pada masyarakat bugis Makassar
31
, akan tetapi sejauh 
penulis yang amati selama ini, yang terjadi di Desa Mandalle adalah hal yang 
sebaliknya, ongkos perkawinan dan mas kawin di daerah ini lebiih ditentukan oleh 
faktor sosial, strata sosial (bangsawan), haji, pendidikan (sarjana), pekerjaan, tidak 
adanya hubungan kekerabatan, kondisi ekonomi orang tua dan anak bungsu. 
Namun darisekian faktor diatas, biasanya faktor keturunan yang paling nampak 
dan menonjol dalam penentuan uang naik di Desa Mandalle, bahkan sampai 
sekarang banyak orang yang mempunyai keturunan bangsawan cenderung 
mengharapkan anaknya agar menikah dengan orang yang mempunyai tingkat 
strata yang sama, dan prinsip ini lebih menguat jika memiliki anak perempuan.  
Pada zaman dahulu, perkawinan antrara laki-laki dan keluarga awam (tau 
samara) dan perempuan dari keluarga bangsawan jarang sekali terjadi, sehngga 
istilah seperti itu disebut ammalli cerak (membeli darah). Itu dapat terwujud jika 
pihak laki-laki mampu memberi uang naik dan mas kawin yang luar biasa 
mahalnya kepada pihak perempuan.kesempatan lamaran yang mereka terima dari 
laki-laki lebih sedkit dibandingkan dengan perempuan kalangan awam. Pada saat 
ni juga ditemukan perempuan yang tidak kawin seumur hidup dibeberapa daerah 
Desa Mandalle, perempuan seperti itu disebut lolo bangko (perawan tua). 
Uang naik dan mas kawin melambangkan status sosial dan siri‟ (harkat) 
keluaga masng-masing terutama buat pengantin perempuan. Maka, uang naik dan 
mas kawin yang diberikan kepada pihak pengantin perempuan pasti menjadi topik 
pembicaraan didalam masyarakat. Jika uang dan barang lebih sedikit yang 
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diberikan, pengantn perempuan dikatakan “dibeli murah”, dan harkat/siri‟ 
keluarganya menurun. Sebaliknya makin banyak uang yang diberikan kepada 
pengantin perempuan maka makin meningkat siri‟ mereka. Sedangkan, bagi 
kebanyakan keluarga pengantin laki-laki, uang naik dan mas kawin yang mereka 
siapkan tidak begitu melambangkan harkat keluarga pengantin perempuan, 
kecuali sebagian keluarga yang status sosialnya tinggi. 
Data yang penulis himpun sampai saat ini menunjukkan bahwa rata-rata 
uang naik yang diberikan adalah 35 juta sampai 45 juta rupiah antara kalangan 
awam, sedangkan keluarga yang status sosialnya tinggi (seperti bangsawan, 
pegawai) mencapai 50 sampai 85 juta rupiah. 
Tabel. 4.3 
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G.   Tahap dan Tata cara Ritual sebelum dan Sesudah Pernikahan Di Daerah 
Mandalle 
1.  Tahapan dan Tata cara Ritual sebelum pernikahan di Desa Mandalle 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
a. Accini‟ Ampe-ampe (upaya mencari calon pengantin) 
Kalau ada lelaki muda yang cukup umur dan patut untuk dinikahkan, 
orang tua, para paman, tante atau keluarga lainnya akan mencari calon jodoh yang 
kelak menjadi istri buat dia. Pada umumnya ada tiga faktor yang dipertimbangkan 
dalam pemilihan calon pengantin perempuan, yaitu faktor keturunan (strata 
sosial), faktor sifat, akhlak atau agama, dan faktor ekonomi.  
Hal yang tetap kita pertimbangan oleh masyarakat Mandalle adalah 
keturunan (jari). Menurut kepercayaan masyarakat Mandalle, sifat yang dimiliki 
orang tua atau nenek moyang pasti diwarisi kepada keturunannya. Dan istilah 
diungkapkan dalam sebuah pepatah Makassar yang berbunyi : “punna ammattung 
kalukua, tena bella ri poko‟na” (jikalau jatuh buah kelapa, tidak jauh dari 
pohonnya). Oleh karena itu perkawinan antara sepupu sangat digemari di daerah 
Mandalle sampai sekarang. 
Perkawinan antara sepupu cenderung digemari di daerah Mandalle karena 
beberapa alasan. Alasan pertama perkawinan antara sepupu digemari adalah untuk 
mencegah terpecah belah harta bendanya. Alasan kedua adalah untuk mempererat 
hubungan keluarga. Kata “sialle” (perkawinan) adalah “saling mengambil” bukan 

































22 53 21 9 64 0 - 
Persentasi 3.7% 8.8% 3.5% 1.5% 10.6% 71.9% 100% 
Sumber: Survei rumah tangga di desa Mandalle 
Dalam bahasa Makassar perkawinan antara sepupu satu kali disebut 
dengan passialleang baji‟na atau perkainan baik,perkawinan antara sepupu dua 
kali disebut passialleanna atau perkawinan yang memang, danperkawinan antara 




Istilah lain yang sering ditemukan di Makassar (Mandalle) sehubungan 
dengan perkawinan adalah perkawinan didasarkan pada kasiratanggang. 
Kasiratanggang bukan hanya terbatas pada lingkungan keluarga, melainkan 
secara luas dalam ketentuan sepadan atau sejajar dalam kedudukan misalnya, 
antara bangsawan dengan bangsawan, antara yang kaya dengan yang kaya.jadi 
hubungan kasiratanggang terjadi karena faktor sosial dan politik
33
. 
b. A‟jangan-jangan (pembicaraan yang tidak resmi) 
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Salah seorang dari pihak calon pengantin laki-laki berkunjung kepihak 
calon pengantin perempuan secara tidak resmi, untuk menanyakan tentang 
diterimanya lamaran atau tidak, istilah ini disebut a‟jangan-jangan dalam 
masyarakat Mandalle. Kegiatan ini juga digunakan untuk mengetahui apakah 
perempuan yang ingin dilamar tidak dalam proses pelamaran laki-laki lain, sebab 
dalam ajaran agama Islam ada larangan menghitbah perempuan yang sedang 
dalam prroses pelamaran laki-laki lain. Setelah lamaran tidak resmi ini diterima 
pihak perempuan, maka pihaklaki-laki berupaya memperoleh kesepakatan tentang 
jumlah biaya pernikahan dan mas kawin. Hal ini dilakukan untuk memperlancar 
tahap pembicaraan ongkos dan mas kawin dikemudian hari.jika permintaan dari 
pihak perempuan lebih besar dari kemampuan pihak laki-laki, atau pihak 
perempuan mengutarakan ketidak maunnya atas permintaanlamarran tersebut 
maka pihaklaki-laki akan mundur sementara untuk menunggu waktu atau mencari 
calon lain. Lamaran dan pembicaraan yang tidak resmi ini disebut “bisi-bisi” 
(berbisik-bisik). 
Sebelum tahun 1980an pembiaraan dilakukan tanpa mendengarkan 
kemauan masing-masing anak. Bahkan perkawinan akibat pacaran hanya dapat 
terwujud dengan jalan kawin lari pada zaman dulu. Akan tetapi para orang tua 
mulai mempertimbangkan juga kemauan masing-masing anak kira-kira 1980an 
akibat terjadi banyak kasus kawin lari dan perceraian
34
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c. Assoro siagang Anyikko (lamaran dan pertunangan) 
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Seorang laki-laki terpandang mewakili pihak laki-laki untuk melamar 
kepihak perempuan, adat tidak memperbolehkan pihak perempuan yang datang ke 
pihak laki-laki untuk melamar, atinya pihak perempuan hanya menunggu lamaran 
dari laki-laki, namun jika perkawinan antara sepupu di daerah Mandalle. Lamaran 
perkawinan dari pihak laki-laki dapat diatur berdasarkan kemauan keluarga. 
Setelah lamaran pihak laki-laki diterima maka pihak laki-laki menyampaikan 
cincin emas (panyikko) dan beberapa macam kue (loko caddi) kepada pihak 
perempuan sebagai tanda petunagan. Makna dari ritual ini adalah, mengikat laki-
laki dan perempuan yang bersangkutan dan berjanji akan menikah setelah ritualini 
diselesaikan. Artinya, bukan hanya mengikat kedua pihak yang akan menikah 
saja, tapi juga mengikat keluarga atau kerabat. Setelah pertunangan selesai, kedua 
calon pengantin akan dijaga, terutama calon pengantin perempuan, karena 
pembatalan pertunangan akan menyebabkan masalah serius bagi kedua pihak 
keluarga. 
d. Pembicaraan ongkos pernikahan, mas kawin dan penentuan hari 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ongkos pernikahan, 
mas kawin, dan bingkisan yang akan dibawa kepihak calon pengantin perempuan 
melambangkan status sosial dan siri‟ (harkat) mereka, oleh karena itu, umumnya 
pihak calon pengantin perempuan mengupayakan untuk memperoleh uang, mas 
kawin, dan bingkisan lebih banyak. Sebaliknya, pihak calon pengantin laki-laki 
berupaya untuk meringankan beban mereka, maka dalam tahap pembicaraan 
tentang pemutusan uang belanja nampak sekali bahwa pihak laki-laki berusaha 





memanas apalagi kalau perempuan yang dilamar adalah keturunan bangsawan 
atau karaeng. 
Pada umumnya,menurut adat perkawinan suku Makassar, pemutusan uang 
belanja biasanya dilakukan di rumah calon pengantin perempuan, rombongan 
masing-masing pihak terdiri dari lima sampai tujuh orang laki-laki terpandang 
yang memiliki kemampuan berbahasa Makassar yang halus dan rumit, serta pintar 
dan sabar. Salah seorang yang sering diminta untuk mewakili membicarakan 
ongkos pernikahan adalah Imam Desa yaitu Hj. Tompo sampai sekarang. Beliau 
mengatakan bahwa setiap kali pergi untuk membicarakan dan memutuskan uang 




 Setelah kedua belah pihak sudah memperoleh keputusan tentang uang 
belanja (tappu mi), maka kedua belah pihak berjabat tangan dan dihidangkanlah 
makanan oleh tuan rumah. 
Akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus bahwa sebagian uang naik ternyata 
ditanggung oleh pihak perempuan. Misalnya, orang tua calon pengantin 
perempuan membawa sejumlah uang secara sembunyi kepada pihak calon 
pengantin laki-laki sebelum acara appanai‟ doe‟ (membawakan uang), atas 
mereka mengembalikan sejumlah uang naik ke orang tua calon suami setelah 
semua proses pernikahan selesai. Namun hal seperti ini hanya boleh ditahu 
beberapaorang diantara kedua belah pihak seperti oleh masing-masing orang tua. 
Hal ini terjadi ketika pihak perempuan ingin mempertahankan siri‟ (gengsi)nya 
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atau tidak mau dipandang enteng oleh tetangga atau kerabat. Atau pihak pihak 
perempuan ingin sekali menikah dengan laki-laki, sedangkan pihak laki-laki tidak 
terlalu menginginkan untuk menikah atau tidak mampu membayar banyak uang 
naik. 
Setelah uang belanja dan mas kawin diputuskan, maka ritual selanjutnya 
adalah penentuan hari akad nikah. Pada umumnya masyarakat Desa Mandalle 
menentukan hari pernikahan menurut almanak (kelender) khas Makassar bernama 
pitika. Almanak pitika ini berdasarkan kelender Hijriyah. Sebagian besar 
masyarakat Desa Mandalle masih percaya bahwa da waktu baik dan waktu buruk 
untuk melakukan kegiatan termasuk melangsungkan pernikahan. Menurut 
kepercayaan mereka, waktu yang paling baik untuk menikah adalah antara bulan 
April sampai November, sedangkan waktu antara bulan Ramadhan sampai 
Dzulhijjah cenderung dihindari karena masyarakat Desa Mandalle 
menganggapnya waktu panas, mereka menyebutnya waktu panas karena dijepit 
oleh dua khutbah (niepe hatubbah). 
e. Pengukuhan dan pemberitahuan pelaksanaan pernikahan (Appanai‟ doe‟ 
siagang A‟buritta) 
Pihak calon pengantin laki-laki berkunjung kepihak calon pengantin 
perempuan,dan mereka menyampaikan uang belanja dan bermacam-macam kue 
ritual. Maksudnya adalah untuk mengukuhkan pelaksanaan pernikahan antara 
masing-masing anak dari kedua belah pihak keluarga. Setelah pengukuhan 





memberitahukan rencana pelaksanaan pernikahan kepada keluarga lain serta 
kerabat yang dekat maupun yang jauh. 
Di daerah Mandalle, pemberitahuan ini biasanya dilakukan satu minggu 
sebelum resepsi (walimah) pernikahan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut 
dilakukan dengan dua cara, pertama yaitu beberapa orang jalan kaki secara 
berombongan mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk menyampaikan secara 
lisan tentang pelaksanaan pernikahan. Rombongan ini terdiri dari beberapa orang 
wanita yang sudah berkeluarga yang mengenakan pakaian adat (baju bodo), dan 
seorang anak yang memakai baju dan rok putih serta peci, cara seperti ini 
dilakukan untuk tamu yang terhormat, sedangkan pemberitahuan umum dilakukan 
dengan cara mengantarkan undangan ke tiap-tiap rumahorang yang akan 
diundang, biasanya pengantar undangan terdiri dari dua orang laki-laki mudayang 
mengenakan pakaian adat. Kedua macam pemberitahuan ini dilakukan langsung 
oleh anggota keluarga dengan penuh hormat. 
f. Membangun tempat Resepsi (A‟bangung panyambungi) 
Seminggu sampai tiga hari sebelum akad nikah, tempat resepsi didirikan. 
Pada tahun 1980an di Desa Mandalle, keturunan bangsawan mendirikan tempat 
baruga, sedangkan masyarakat biasa membangun pannyambungi yang dikerjakan 
secara gotong royong
36
. Namun pada sekarang ini budaya itu tidak semarak lagi 
karena sudah banyak pengusaha penghias pengantin yang menyediakan fasilitas 
berupa baruga yang terbuat dari besi (palang bassi) karena dianggap lebih bagus 
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dan modern walaupun memakan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan 
cara tradisional seperti baruga dari bambu. 
g. Ritual penyucian (A‟bu‟bu, A‟je‟ne siagang ni Barumbungi) 
Ritual penyucian dilakukan di rumah masing-masing calon pengantin pada 
pagi hari sehari sebelum akad nikah, ritual dilakukan seorang dukun perempuan 
dengan cara mencukur sebagian rambut dari alis dan belakang leher pengantin. 
Ritual ini disebut a‟bu‟bu. Setelah itu pengantin dan dukun (sanro) keluar rumah, 
di depan pintu masuk disiapkan baskom yang berisi air daun sirih, setelah 
pengantin duduk ditangga yang telah disiapkan sebelumnya, maka sanro 
memukul kepala calon pengantin dengan daun sirih lalu menyiraminya beberapa 
kali. Ritual ini dimaksudkan untuk menyucikan pengantin sekaligus menjauhkan 
pengantin dari godaan setan. 
Setelah itu, calon istri duduk diatas kursyi atau rumah panggung untuk 
dibersihkan dengan asap air. Dia menutup seluruh tubuh dengan beberapa sarung. 
Ritual ini disebut ni barumbung. Akan tetapi ritual ini sudah jarang dilakukan. 
h. Ritual malam akad nikah (Akkorontigi) 
Acara dilakukan setelah magrib dan para tamu berdatangan setelah itu 
diadakan penamatan Al-Qur‟an (patamma) bagi pengantin,selanjutnya para tamu 
melakukan ritual korongtigi.korongtigi merupakan campuran daun pacar, air, dan 
pupuk yang digiling. Korongtigi dilakukan dengan cara pengantin duduk berslila 
dan kedua tangan diajukan di atas bantal, jika pengantin berasal dar kalangan 
awam maka yang ditaruh di atas bantal adalah daun pisang, sedangkan calon 





bantal adalah tujuh lembar sarung, setelah itu para tamu menaruh korongtigi, oleh 
karena itu ritual ini harus dimulai dari orang yang terpandang atau keturunan 
bagsawan, ritualini hanya dilangsungkan dalam satu malam saja bagi orang awam. 
Setelah ritual ini selesai, maka akan dilanjutkan ke acara pengumuman 
sumbangan dari kerabat dekat, acara ini disebut annanra‟ bagi Masyarakat Desa 
Mandalle. 
2. Tahapan dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle Kecamatan 
Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
a. Hari akad Nikah 
1) Membawa bingkisan kerumah calon istri (Appanai Leko Lompo) 
Proses ini dilakukan oleh pihak keluarga caon suami yang membawa leko 
lompo (awalnya bernama erang-erang) yang terdiri sebagai bingkisan ke phak 
calon istri sebelum matahari naik ke langit. 
2) Simorong  
Simorong atau rombongan calon suami berangkat ke rumah calon istri. 
Rombongan tersebut harus tiba di rumah calon istri sebelum matahari tenggelam. 
b. Akad Nikah (A‟nikka) 
Ritual ini dimulai ketika calon suami memasuki rumah calon istri dan 
duduk dihadapan imam desa yang diiriingi para saksi nikah, imam memeriksa mas 
kawin dan uang belanja yang dibawah calon suami. Setelah tu tanya jawab atau 
ijab qabul dilakukan antara imam dan calon suami. Mereka berjabat tangan 





Adapun contoh proses akad nkah di Masyarakat Desa Mandalle sebagai 
berikut: 
Imam; “Kupa‟nikkako Baso siagang baine neranga I Basse bin Bado, 
sagang nisunrang bulaeng se‟re garang, kontang saba‟ Allah Taala. 
(Saya menkahkan kamu Baso dengan perempuan bernama I Basse putri 
Bado, dengan mas kawin emas satu gram, karena Allah Subhanahu Wa Taala) 
Pengantin laki-laki; “Kutarimai nikkana baine nieranga I Basse bin Bado, 
siagang nisunrang bulaeng se‟re garang kontang saba‟ Allah Taala. 
(Saya terima nikahnya I Basse bin Bado, dengan mas kawin berupa emas 
satu gram, karena Allah Subuhanahu Wa Taala)
37
. 
Para saksi mengatakan “Baji‟mi”(baiklah), “sa‟mi” (sah). Jika ijab qabul 
diakui sah, atau “sikali pi (sekali lagi). “Ulangi “ jika menyuruh untuk 
mengulanginya. Setelah ikrar ijab qabul dianggap sah maka pengantn laki-laki dan 
wali pengantin perempuan menandatangani surat (Sighat Taklik), maka 
pernikahan disahkan baik secara agama maupun secara hukum negara. 
Selama ini, pengantin perempuan menunggu kedatangan laki-laki di kamar 
lain. Dia mengggit sebuah kunci dimulut dan memegang terapong (terapong) 
ditangannya. Maknanya untuk “mengunci suami” (supaya suami tidak selingkuh 
dengan perempuan lain) dan untuk “selalu mengawasi suami”. 
 
c. Pertemuan Suami-istri (Appabattu Nikkah) 
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Suami memasuki kamar di antara wanita dari keluarga istri untuk 
menemui sang istri yang duduk di atas tempat tidur bersama wanta tua. Setelah 
suami duduk berhadapan  dengan istrimereka saling menempelkan telapak ibu 
jarinya (nipakbajikang) kemudian mempelai laki-laki menyentuh tangan, lengan 
dan telnga istri. Masing-masing bagian yang disentuh mempunyai makna 
tersendiri. Menyentuh tangan bermakna menaati suami,menyentuh lengan saling 
menyayangi (ammaling-maling), dan menyentuh telinga bermakna mendengarkan 
suami baik-baik. 
3. Tahapan dan Tata cara ritual setelah Akad Nikah di Desa Mandalle 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
a. Resepsi atau pesta di Rumah pengantin perempuan 
Setelah magrib, kedua pengantin duduk di atas panggung depan rumah 
(baruga atau panyambungi). Pada zaman dahulu, akad nikah dilakukan sebelum 
matahari tenggelam dan setelah itu langsung memasuki tahap resepsi. Namun 
sekarang lebih banyak masyarakat menerima tamu sang hari sampa malam hari, 
para tamu naik ke panggung secara bergiliran untuk menjabat tangan dan 
menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta orang tuanya, lalu 
memasukkan amplop kekotak yang telah disediakan, setelah itu para tamu 
dipersilahkan untuk duduk dan menerima jamuan serta menikmati musik elekton 
yang tujuannya sebagai pelengkap resepsi pernikahan bagi masyarakat di Desa 







b. Resepsi di rumah pengantin Laki-laki 
Setelah resepsi pernikahan di rumah pengantin perempuan selesai, maka 
besok harinya diadakan reseps pernikahan dirumah pengantin laki-laki. Kedua 
pengantin berangkat dari rumah istri ke rumah suami (nilekka). Pelaksanaan 
resepsi pernikahan di rumah pengantin perempuan, yaitu para tamu naik 
kepanggung pengantin secara bergiliran untuk berjabat tangan dan memberi 
ucapan selamat kepada kedua pengantin termasuk keluarga pengantin serta 
memasukkan amplop kedalam kotak yang telah disedakan. Setelah itu, para tamu 









            Berdasarkan dengan uraian dan analisis pada bab terdahulu, maka pada 
bagian penutup ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tahapan dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah hari akad nikah, 
(A‟nikka) pertemuan suami istri. 
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan walimatul ursy di 
Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah 








Dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati, penulis sebenarnya 
merasamalu memberikan saran kedalam skripsi ini, melihat kapabilitas penulis 
masih dalam tahap pembelajaran penulis karya ilmiah. 
Akan tetapi,walaupun demikian dengan hati yang berat dan kemampuan 
yang terbatas ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Skripsi ini sebagai lathan awal bagi penulis dalam melakukan penelitian 
mandiri dalam bidang hukum Islam, sehingga mungkin masih banyak 
dibutuhkan untuk perbakan dan penyempurnaan. 
2. Pada dasarnya, adat istiadat yang menghiasi setiap ritual pernikahan di 
Desa Mandalle bukanlah suatu yang sulit untuk drubah, hanya saja 
membutuhkan kesabaran dan partspasi dari para tokoh agama, para 
mubaligh, dan rekan-rekan mahasiswa dari Desa Mandalle yang juga 
menimbah ilmu dibangku perkuliahan. Memberikan penjelasan dan 
contoh-contoh kepada pemangku adat tentang pelaksanaan pernikahan 
berlandaskan dengan ajaran Islam, dan tanpa menghilangkan adat para 
leluhur secara menyeluruh, tetapi mengadakan selektifitas adat istiadat 
yang lebih sesuai dengan prinsip agama Islam. 
 
Demikian kesimpulan dan implikasi yang sempat penulis kemukakan, 
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